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ABSTRACT
The mechanism for dismissing regional heads is Based on Act no. 10 of 2016 has been regulated in article 173. There are dismissals that involve or are initiated by the DPRD, and there are those that are not initiated by the DPRD but are carried out directly by the President, through a court decision that has permanent legal force. Research Results (1) The mechanism for dismissing regional heads in general is determined by the President based on the proposal of the Provincial DPRD as the result of a plenary meeting through the Minister of Home Affairs based on the proposal of the Regency/Municipal DPRD as a plenary result through the Governor as the representative of the central government. (2) For the implementation, the elected Regent, is still appointed as Regent, then after that he is dismissed as Regent.
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A. 
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemberhentian sementara kepala daerah terdapat didalam Pasal 83 yang berbunyi : 
1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa  diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. 
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah   dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.. 
Dalam praktiknya pemberhentian kepala daerah berdasarkan dari berbagai alasan diatas, terbagi menjadi alasan yuridis (Hukum), alasan etis atau etika kepemimpinan dan pengaruh dinamika politik dalam suatu pemerintahan daerah. Salah satunya yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan periode Jabatan 2021-2024.
Merujuk pada Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengharuskan kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun dalam fakta dilapangan Bupati Pesisir Selatan tetap dilantik dan pemberhentian sementara tidak dilakukan karena ketiadaan surat keputusan pemberhentian sementara pada saat setelah yang bersangkutan dilantik.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai  Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Implementasinya atas Jabatan Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024. 
B. Rumusan Masalah
1.   Bagaimanakah Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pengisian Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam jabatan sebagai Bupati  Pesisir Selatan Periode 2021-2024?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam Jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024.

II. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan berada dalam tataran filsafat hukum. 
2. Teknik Pengumpulan Data
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer yang berkaitan langsung Mekanisme Pemberhetian Kepala Daerah Yang Diancam Pidana Dibawah 5 (Lima) Tahun Menurut Regulasi Pemerintahan Daerah. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian .
3. Metode Pengolahan Data
Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan.
 5. Analisis Data
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi (materi) peraturan perundang-undangan yang tekait dengan Mekanisme Pemberhetian Kepala Daerah. Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analysis, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 
UU Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 173 ayat (1) Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena:
a. Meninggal dunia
Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang meninggal dunia, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
b. Permintaan sendiri
Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian
c. Diberhentikan 
1. Berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan.
2. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah 
3.Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3.2. Implementasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam Jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024
Kasus Bupati Pesisir Selatan adalah tuntutan atas pelanggaran Pasal 109 UU No. 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020. Putusan Pengadilan Negeri Padang ini dikuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG tanggal 30 April 2020. Terakhir, Mahkamah Agung RI pada Rabu, 24 Febuari 2021 telah menerbitkan putusan Kasasi Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 yang pada intinya Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Bupati Pesisir tersebut. 
Semestinya pada saat pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016. 

IV.KESIMPULAN DAN SARAN
[bookmark: _Hlk143075120]1.Mekanisme pemberhentian kepala daerah berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 telah diatur dalam pasal 173. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif DPRD, dan ada yang tidak melalui inisiatif DPRD tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2. Implementasinya pengaturan pengisian kepala daerah atas proses pelantikan  dalam jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan periode 2021-2024. Semestinya pada saat pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (8) menegaskan dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota 
Adapun saran untuk perbaikan ke depan sebagai berikut:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 perlu melakukan kajian atas status hukum dari Bupati Pesisir Selatan, karena merujuk pada Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
2. Pemerintah perlu mengatur lebih rinci terkait rumusan Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah menimbulkan multi-tafsir.
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